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PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
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KAMIS, 27 FEBRUARI 2020

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu,

Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,
Yang Kami hormati:

— Para Wakil Ketua DPR;
— Para Anggota DPR;
— Hadirin yang berbahagia.
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Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat, karunia,
dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir
dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan Il Tahun
Sidang 2019-2020.

Masa Persidangan ini telah berlangsung sejak tanggal 13
Januari 2020 dan akan berakhir pada hari ini.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya
muliakan,

Dalam Masa Persidangan Il ini, kita telah berupaya untuk
bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas
konstitusional sesuai dengan harapan rakyat.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR telah
menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas
Tahun 2020 sejumlah 50 (lima puluh) judul RUU.

Dari 50 judul RUU tersebut, terdapat 4 (empat) RUU yang
merupakan RUU carry over untuk dilanjutkan pembahasannya
pada DPR periode 2019-2020, yaitu:

- RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan;

- RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 1985
tentang Bea Materai; dan

- RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
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DPR telah menerima Naskah Akademik dan RUU Omnibus
Law yakni RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan serta RUU
Cipta Kerja. DPR bersama dengan Pemerintah akan melakukan
pembahasan terhadap kedua RUU Omnibus Law tersebut pada
masa sidang berikutnya.

Pimpinan mengharapkan agar seluruh RUU dalam
Prolegnas Prioritas 2020 dapat segera dibahas dalam
Pembicaraan Tingkat I antara DPR dengan Pemerintah.

DPR bersama Pemerintah telah menyetujui RUU tentang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
Antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia
Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Hadirnya Undang-Undang tersebut menjadi momentum
penting bagi peningkatan hubungan ekonomi kedua negara.
Kemitraan Ekonomi Komprehensif ini dapat memberikan
manfaat bagi peningkatan akses pasar barang dan jasa,
termasuk tenaga kerja, memfasilitasi arus barang dan
kepabeanan, akses promosi dan proteksi penanaman modal,
economic powerhouse, pengembangan sumber daya manusia
Indonesia dan program-program kerja sama ekonomi bagi
Indonesia, serta dukungan kuat bagi kedaulatan NKRL

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait fungsi anggaran, pada Masa Persidangan II ini,
DPR terus memantau pelaksanaan Anggaran 2020 di
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Kementerian/Lembaga, dengan membahas masalah aktual dan
alternatif solusinya dengan masing-masing mitra kerjanya.

Di samping itu, DPR juga ikut mencermati perkembangan
epidemi Covid-19 (Virus Corona) yang masih terus meluas dan
berkepanjangan hingga saat ini.

Epidemi Covid-19 dapat melumpuhkan aktivitas
masyarakat dan perekonomian negara sebagaimana yang
mulai terlihat di beberapa negara yang terserang epidemi
tersebut, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi global.

Selain epidemi tersebut, resiko tekanan global yang juga
perlu dicermati adalah eskalasi ketegangan geopolitik di Timur
Tengah, perkembangan negosiasi perdagangan antara
Tiongkok dan Amerika Serikat, keberlanjutan negosiasi
perdagangan pasca-keluarnya Inggris dari Uni Eropa, resiko
perlambatan ekonomi India, serta proteksionisime
perdagangan global yang cenderung semakin menguat.

Tekanan tersebut perlu diantisipasi agar tidak
berdampak mendalam bagi perekonomian Indonesia, yang
pada akhirnya akan mengganggu kualitas pembangunan
nasional bagi kesejahteraan rakyat.

DPR berharap Pemerintah melaksanakan APBN Tahun
2020 dengan lebih baik dan memastikan realisasi belanja
negara mampu menjadi kebijakan fiskal yang menstimulus
perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan

rakyat.
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Dalam melaksanakan APBN 2020, Pemerintah juga harus
menyiapkan berbagai langkah antisipatif terhadap risiko
tekanan global yang dinamis.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, pada Masa
Persidangan II ini, DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan telah
melakukan rapat-rapat bersama dengan mitra kerja.

Terkait dengan penanganan epidemi Covid-19 (Virus
Corona), DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian
Kesehatan yang telah melakukan langkah-langkah bersama
dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk dalam
pemulangan WNI dari Wuhan ke Indonesia.

Selain itu, DPR mendorong agar pemerintah
meningkatkan upaya deteksi dini, pencegahan, dan respons
secara holistik baik dari regulasi, kesiapan fasilitas pelayanan
kesehatan dan sarana prasarana, serta tenaga medis dan
tenaga kesehatan.

Kementerian Kesehatan juga harus terus melakukan
sosialisasi secara masif dan intensif dengan melakukan upaya
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mengenai Virus Corona
sehingga masyarakat selalu mendapatkan informasi yang
benar, jelas, dan tepat.

Dalam rangka memperjuangkan jaminan kesehatan bagi
seluruh masyarakat Indonesia, pada tanggal 18 Februari 2020,
Pimpinan DPR serta pimpinan Komisi II, Komisi VIII, Komisi IX,
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dan Komisi XI telah melakukan Rapat Gabungan dengan
Pemerintah terkait dengan kenaikan iuran BP]JS.

Dalam rapat tersebut, DPR meminta pemerintah untuk
melakukan upaya dan kebijakan afirmasi beban iuran terhadap
peserta kelas III Bukan Pekerja Penerima Upah dan Bukan
Pekerja yang berjumlah 19,9 juta peserta. Pemerintah juga
harus segera memperbaiki kualitas Data Penerima Bantuan
Iuran (PBI) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga
rakyat Indonesia yang tidak mampu, mendapatkan hak
pelayanan sosial.

Merespon permasalahan pada industri jasa keuangan
nasional yang terkait dengan likuiditas dan berakibat gagal
bayar terhadap para nasabahnya, DPR melalui Komisi III,
Komisi VI, dan Komisi XI telah membentuk Panitia Kerja
(Panja) pengawasan. Panja-Panja tersebut dimaksudkan untuk
mencari solusi terbaik sehingga nasabah tidak dirugikan dan
pengawasan akan berjalan dengan lebih efektif.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Masa Persidangan II, DPR telah melakukan uji
kelayakan dan kepatutan serta telah menyetujui 5 (/ima) Calon
Hakim Agung dan 3 (tiga) Calon Hakim Ad-Hoc pada
Mahkamah Agung, yaitu:

1. Soesilo, S.H.,, M.H.,, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Banjarmasin pada Kamar Pidana;

2. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan
Tinggi Denpasar pada Kamar Perdata;
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3. Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Panitera Muda Perdata
Khusus Mahkamah Agung pada Kamar Perdata;

4. Drs. H. Busra, S.H.,, M.H,, Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Kupang pada Kamar Agama;

5. Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., Hakim Militer
Utama DILMILTAMA pada Kamar Militer;

6. Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor
Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya;

7. Ansori, S.H, MH., Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat
Banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

8. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc PHI pada
Pengadilan Negeri Semarang dari unsur Serikat
Pekerja/Buruh.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan terhadap 3
(tiga) Calon Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Negara
Sahabat untuk Republik Indonesia, yaitu:

1. Tuan Benedetto Latteri sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Italia
untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;

2. Tuan Manuel Antonio Saturno sebagai Duta Besar Luar
Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Panama untuk
Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta;

3. Tuan Qodiri Ardasher sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Tajikistan
untuk Republik Indonesia, berkedudukan di Kuala
Lumpur, Malaysia.

DPR juga telah menyetujui pergantian Komisioner KPU, I
Dewa Raka Sandi menggantikan Wahyu Setiawan. I Dewa Raka
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Sandi merupakan calon komisioner dengan perolehan suara

terbanyak berikutnya atau kedelapan dalam proses uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan pada tahun 2017.

Sidang Dewan yang terhormat, Hadirin yang saya
muliakan,

Dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen
DPR telah mengirim Delegasi untuk menghadiri pertemuan
dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun
Kerja Sama Organisasi Internasional, antara lain:

1. The 28th Annual Meeting of Asia Pacific Parliamentary
Forum (APPF) pada tanggal 13-16 Januari 2020 di
Canberra-Australia.

2. The 15th Session of the Parliamentary Union of the OIC
Member States (PUIC) Conference and others Relate
Meetings pada tanggal 27 - 30 Januari 2020 di
Ouagadougou - Burkina Faso.

3. 2020 Annual Parliamentary Hearing at the United
Nations pada tanggal 17-18 Februari 2020, di New York
- Amerika Serikat:
Sidang ini bertemakan Emerging Challenges to
Multilateralism: A Parliamentary Respons. Education as
a key to peace and sustainable development: Towards the
implementation of SDG 4.

4. 45th Session of the Steering Committee of Parliamentary
Conference on the World Trade Oraganizartion
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(PCWTO) pada tanggal 20 Februari 2020, di Brussels -
Belgia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR, saya mengumumkan kepada
seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 28 Februari 2020
sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 DPR memasuki Masa
Reses Masa Persidangan Il Tahun Sidang 2019-2020.

Masa reses ini merupakan kesempatan bagi masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil-wakilnya,
khususnya di daerah pemilihannya masing-masing.

Kepada Yang Terhormat Anggota DPR-RI, sapalah rakyat
di daerah pemilihan (dapil), sampaikan tugas-tugas
Konstitusional yang telah dilaksanakan oleh Dewan, dan
persatukanlah rakyat dalam semangat gotong royong
membangun kemajuan Indonesia.

Kami ucapkan selamat bekerja, semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan kepada
kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.
Om shanti shanti shanti om.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
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Ttd.
Dr. (H.C) PUAN MAHARANI
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